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Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan public
berkewajiban menyusundan metapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai
dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta menjamin
kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaran pelayanan publik wajib
menetapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dan Maklumat
Pelayanan pada Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang dengan Surat
Keputusan Camat Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPertimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia No,or 4438);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik
Indonesia (Lembaran NegaraRepublik Indonesia tahun 2008 Nomor 139,
Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6396) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357 );

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan
Publik;

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pinrang;

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun
Anggaran 2022)dan;

Peraturan Bupati Pinrang Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kecamatan
Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Kecamatan Mattiro Sompe
Kabupaten Pinrang merupakan panduan bagi penyelenggara Pelayanan Publik
maupun pengguna layanan dalam menerapkan pelayanan;

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu meliputi:
1. Standar Pelayanan Pembuatan SK Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

2. Standar Pembuatan Cuti

3. Standar Pengesaha Dokumen Kepegawaian

Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Badan Kecamatan Mattiro
Sompe Kabupaten Pinrang secara lengkap tertuang dalam Lampiran 1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Mattiro Sompe
Kabupaten Pinrang.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal, 04 Januari 202

Camat Mattiro Sompe
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Nip : 198007262010011012




